
BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 14 TAFIUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PURBALINGGA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3
tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O24;

L. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nonoor L3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daeratr-daeratr
Kabupaten Dala¡rr Lingþungan Propinsi
Djawa Tengatr (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun I-95O Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (I-embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan' Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42861;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2A23 bntang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Keq'a Meqiadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 4I, Tambahan ' Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

S.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2079 Nomor 42, Tanbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63221;
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Dengan Persetujuan Bersam.a
DEWAN PERWAKILAN RAI{YAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

dan
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini ya'g dirnaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adatah presiden Republik Indonesiayang rnemegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oletr wakil presidenärn
rnenteri sebagairnana dùrraksud dalam undang-undang
Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun lg41-

2. Daeratr adalah Kabupaten purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perrrerintah Daerah adalah Bupati

penyelenggara pemerintahan Daerah
pelaksanaan urus€uL pemerintahan
kewenangan Daeratr otonom.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemeri:etall Daerah dan dewan
perwakilan ralqrat Daerah rrenurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Ind,onesia sebagaimana dirnaksud dalam undang-uãdang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun lg41.

6- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjufirya disingþat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yarrg ditetapkan dengan peraturan
Daerah.

7. Perrrbatran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
adalah Perubatran pada renca:ra tal..unan Keuangan
Daeratr Kabupaten Purbalingga berupa pendapatan,
Pengeluaran dan Pembiayaan dalam penyelenggaraaïr,
Pemerintahan Daerah.

8. Pendapatan daerah adalah trak pemerintal.. Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan daeratr.

9. Belarrja Daerah adalah kewajiban Pemerintall Daerah yang
diakui sebagai pen"gurang nilai kekayaan bersih.

lo.Pembiayaan daeratr adalah sernua penerimaan yang perru
dibayar kerrbali dan/atau pengeluaran yang akan
diterim.a kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangþutan maupun pada tahun-tatrun €uf.ggarart
berikuteya.
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Pasal 2

APBD terdiri atas:
a. pendapatan daeratr;
b. belanja daerah;dan
c. perrbiayaan" daerah.

Pasal 3

APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2o24
direncanakan sebesar Rp.2. 146.097.932.000,00, (dua triliun
seratus empat pulutr enarn rriliar sembilan puluh tujuh juta
sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiatr) terdiri atas
pendapatan daerah, belanja daeral., dan pembiayaan daerah
dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp. 2.087.O97.932.OO0,OO
b. Belanja Daerah Rp. 2.145.035.432.000,00

Defisit Rp. 57.937.500.000,00
c. Pembiayaanr Daerah

1-. Peneri¡naan Rp. 59.OOO.000.0OO,OO
2. Pengeluaran Rp. 1-.062.500.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 57.937.500.000,00
Sisa læbih Pembiayaan Anggaran Tatrun Berkenaan Rp.O,OO

Pasal 4

Penda¡ratan daerah direncanakan sebesar
Rp.2.O87 .O97 .932.OOO,OO (dua triliun delapan puluh tujuh
miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh
dua ribu rupiatr), yang bersumber dari:
a. pendapatan asli;
b. pendapatan transfer;dan
c. lain-lain pendapatan daeratr yang sah.

Pasal 5

{1) Pendapatan asli daerah sebagairnana dirnaksud dalam
Pasal 4 truruf a direncanakan sebesar
Rp.3O5.O53.412.000,OO (tiga. ratus lirna miliar lima puluh
tiga juta errrpat ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri
atas:
a. pajak daerah;
b. reúibusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di

pisahkan;dan
d. lairr-lain pendapatan asli daerah yang sah.

{2) Padak daera}r sebagaùnana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp. 8O.237.226.000,00 (delapan
pululr miliar dua ratus tiga pulutr tujuh juta dua ratqs
dua puluh enam ribu rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
truruf b direncanakan sebesar Rp. 146.656.562.A00,00
(seratus ernpat puluh enarn miliar enanÌ ratus lima puluh
enarn juta lirna ratus enam puluh dua ribu rupiah).



(a) Hasil pengelolaan kekayaan daeratr yang dipisahkan
sebagaimana rlirn¿1ç*.t¿ pada ayat ( 1) truruf c
direncanakan sebesar Rp.22.2O8.643.OOO,OO (dua puluh
dua miliar dua ratus delapan juta en¿ìrn ratus empat
puluh tiga ribu rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daeral: yang sah sebagaim.ana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.55.95O.981.OOO,OO (lima pulutr lima rnilieu. sembilan
ratus lirna puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu
ribu rupiah).

Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagairnana dirnaksud dalarrr Pasal
4 truruf b direncanakan sebesar Rp.1 .7AO.a73.OO6.OOO,OO
(satu triliun tujuh ratus delapan puluh rriliar delapan
ratus tujuh puluh tiga juta enam ribu rupiah), yang
terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintatr pusat;dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer perrerintalr pusat sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 1.586.688 .I7 L.OOO,OO (satu triliun lim.a ratus delapan
pulutr enann rnili¿u' ena1¡1 ratus delapan puluh delapan
juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

(3) Pend.apatan transfer antar daeratr sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 194.184.835.000,00 (seratus sembilan puluh ernpat
rriliar seratus delapan pulutr er:epat juta delapan ratus
tiga puluh lirna ribu rupiah).

Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sal. sebagaim¿¡¿
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar
Rp.1.L7I.5I"4.OOO,OO (satu rniliar seratus tujuh puluh satu
juta lirna ratus enepat belas ribu rupiah), yang terdiri atas
Pendapatan hibah.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2C.24
direncanakan sebesar Rp.2. 145.O35.432.OOO,OO (dua triliun
seratus empat puluh lirna rniliar tiga pulutr lirna juta empat
ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga;dan
d. belanja transfer.

Pasal 9

(1)Anggaran belanja operasi sebagairnana dimaksud dalam
Pasal I truruf a direnca¡rakan sebesar Rp.
1.585.077.591.000,OO (satu triliun lim.a ratus delapan
puluh lirna miliar tujuh puluh tujuh juta lirna ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:



a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah;dan
d,. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagairn¿¡1¿ dimaksud pada ayat (1)
truruf a direncanakan sebesar Rp.998.793.T4B.OOO,OO
(sernbilan ratus sernbilan puluh delapan miliar tujuh
ratus sernbilan pulutr tiga juta tujuh ratus empat puluh
delapan ribu rupiah).

{3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tnruf b direncanakan sebesar
Rp.5O3.21O.134.OOO,OO (tirna ratus tiga miliar dua ratus
sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

(a) Belanja. hibal. sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar P<p.76.622.I5,4.OOO,OO (tujuh
puluh enarn miliar enam ratrrs dua pulutr dua juta
seratus lirna pulutr em.pat ribu rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ?ruruf e direncanakan sebesar I1p.6.451.555.OOO,OO
(ena:n rniliar ernpat ratus Lirna pulutr satu juta lima ratus
lim.a puluh lima ribu rupiah).

Pasal 1O

(1) Anggaran belanja modal sebagairnana dirnaksud datam
Pa.sal I huruf b direncanakan sebesar
Rp. 145.330.9 15.OOO,OO (seratus errrpat puluh li¡rra miliar
tiga ratus tiga pulutr juta serrbilan ratus lirna belas ribu
rupiatr), yarrg terdiri atas:
a. belanja modal tanah.
b.belanja modal peralatan dan mesin.
c. belanja modal bangunan dan gedung.
d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya;dan
f. belanja modal asset lainnya.

(2) Belanja rnodal taÍLah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.OOO.OOO.OOO,OO
(dua miliar rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.66.143.196.000,OO (ena:rr puluh enanr miliar seratus
empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh eraam ribu
rupiah).

(a) Belaqja modal bangunan dan gedung sebagairrrana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.37.O55.9O8.OOO,OO (tiga puluh tujuh miliar lirna puluh
lirna juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) truruf d direncanakan sebesar
Rp.33.329.456.OOO,OO (tiga pulutr tiga miliar tiga ratus
dua puluh sembilan juta ernpat ratus lilrra puluh en"am
ribu rupiah).



(6) Belanja rnodal aset tetap lainnya sebagaimana dim.aksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.6.752.355.OOO,OO (enam rniliar tujuh ratus lirna puluh
dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiatr).

(7) Belanja rrodal aset lainnya sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5O.OOO.OOO,OO
(lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaim.ana dimaksud
dalam Pasal 8 truruf c direncanakan sebesar
Rp.2.OOO.OOO.OOO,OO (dua miliar rupiah), yang terdiri atas
belanja tidak terduga.

Pasal 12

(1) Anggaran belanja transfer sebagafunana dimaksud dalam
Pa,sal 8 huruf d direncanakan sebesar
Rp.412.626.926.OOO,OO (errrpat ratus dua belas miliar
enam. ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua
puluh erlarn ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja bagi trasil;dan
b. belanj a bantuan keuangan.

(2) Belanja bagl trasil sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
huruf a- direncanakan sebesar Rp.9.325.588.OOO,OO
(sem.bilan miliar tiga ratus dua pulutr lirna juta lirna ratus
delapan puluh delapan ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) truruf b direncanakan sebesar
Rp.4O3.3O1.338.OOO,OO (ernpat ratus tiga miliar tiga
ratus satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu
rupiah).

Pasal 13

Anggaran pem.biayaan daeratr Tatrun Anggaran 2024
direncanakan sebesar Rp.57.937.5OO.OOO,OO (lirn¿ puluh
tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lirna ratus
ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. perrerirnaan pernbiayaan;dan
b. pengeluarar- pem,biayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar
Rp.59.OOO.OOO.OOO,OO (ltuna pulutr senrbilan miliar
rupiah), yang terdiri atas:
a.. sisa lebfü perhitungan anggaran tahun

sebelumnya,dan;
b. pencairan dana cadangan.

(2) Sisa lebih perhitungan €urggaran tahun sebelumnya
sebagairnana r{irnaksud pada ayat (1) truruf a
direncanakan sebesar Rp.53.OOO.OOO.OOO,OO (lima puluh
tiga rriliar i'upiah);



(3) Pencairan dana cadangan sebelumnya sebagaim.ana
dirnaksud pada ayat (1-) huruf b direncanakan sebesar
Rp.6.OOO.000.000,0O (enam rnili¿u' rupiah).

Pasal 15

Anggaran pengeluaran perrbiayaan sebagairnana dirnaksud
dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar
Rp-1.062.500.000,00 (satu miliar errarrr puluh dua juta rirna
ratus ribu rupiah), yarag terdiri atas Penyertaan modal
daerah.

Pasal 16

(1) selisfü antara anggararl pendapatan daerah dengan
anggaran belanjadaeratr mengakibatkan terjadinya
(defisit) sebesar Rp.57.937.5OO.OOO,OO (lirna puluh tujuh
rniliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tirna ratus
ribu rupiah).

(2) Pembiayaan neto yarag merupakan selisih penerirnaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanaka¡e sebesar Rp.57.93Z.SOO.OOO,OO (lima puluh
tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima
ratus ribu rupiah).

Pasal 17

(1) Dalarn keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daeratr dapat melakukan pengeluaran yarrg
belurn tersedia anggara.ruaya dan/atau pengeluaran
melebitri pagu yang ditetapkan dalarn peraturan daerah
ini, yang selanjutnya dirnasukan dalam perubahan ApBD
Tallun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan
cara terlebih dahulu melakukan perubatran peraturan
kepala daerah tentang Penjabaran Perubatran ApBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutrya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

{21 Keadaa:r darurat sebagairrrana dirnaksud pada ayat (L)
meliputi:
a. bencana alam., bencana non-alam, bencana social

dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaks€ìnaan operasi pencarian dan pertolongan;

dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat rnengganggu

kegiatan pelayanan publik.
(3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. kebututran daerah dalam rangka pelayanan dasar

rnasyarakat yang anggararuaya belurn tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat rnengikat dan belanja
yang bersifat w4jib;

c. pengelu€ìran daeratr yang berada diluar kendali
pemerintal: daeratr dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan;dan/atau



d. pengeluarar. daerah lainnya yang apabila ditunda
akan rnenim.bulkan kerugian yan"g lebih besar bag
pernerintah daeraJr- dan/ atau masyarakat.

(4) Belanja mengikat sebagaùnana dirnaksud pada ayat (3)
truruf b merupakan belanja yall,g dibutuhkan secara
terus tnerr.erus dan trarus dialokasikan oleh pemerintatr
daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan
setiap bulan dalam tatrun €aggaran berkenaan.

(5) Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b merupakan belanja untuk terjarninnya kelangsung€ul.
pemenukran pendanaan pelayanan dasar masyarakat
antara lain pendidikan, kesetratan, melaksanakan
kewa¡jiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran
pokok pinja:nan, bunga pinjaman yang telah jatuh
tempo, dan kewafiban lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagairnana dimaksud dalam
pasal 2, tercan:Ltum, dalam I"ampiran yarìg rnerupakan bag¡an
tidak terpisahkan dari Peraturan Daeratr ini terdiri dari:

l. fampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifîkasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

2. Lampíran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daeratr dan
Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Peinerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daeratr dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program,
Kegiatan pada RKPD
Rancangan APBD;

Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

Kegiatan dan Sub
dan PPAS dengan

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

1O. Lampiran X



I 1. l"ampiran XI

L2.Lampiran XII

Daftâr Piutang Daerah

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Dafta¡ Perkiraan Penambafran dan
Pengurangan Aset Tetap Daeraïr dan Aset
Lain- Lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub
years);

Kegiatan Tahun jamak (multy

15. Lampiran XV

16- Lampiran XVI

17 . Lampiran XVII

Daftar Dana Cadangan;

Daftar Pinjaman Daerah;

Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan
Program Prioritas Daerah.

Pasal 19

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD sebagai landasan operasional pelaksan.aar APBD.

Pasal 20
Peraturan Daerah iní mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran
Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
22 Desember 2023

GGA

PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal22 Desember 2O23

DAERAH
PURBALINGGA,

DAERAH KAE}UPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN PURBALINGGA,
PROVINSI JAWA TENGAH: {14-358 | 20231
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LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BETANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PURBALINGGA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,

BELANJA, DANPEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024
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KODE

Jumlah Belan¡a

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bagi Hasil

BELANJA TRANSFER

Belanja Ïdak Terduga

BELAruA T|DAK TERDUGA

Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Tanah

BELA]i¡.IA IIODAL

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Hibah

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

BELANJA OPERASI

BELANJA DAERAH

Jumlah Pendapatan

Pendapatan Hibah

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERÀH YANG SAH

Pendapatan Transfer Anlar Daerah

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

PENDAPATAN TRANSFER

Lainlain PAD yang Sah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Retribusi Daerah

Pajak Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PENDAPATAN DAERAH

2

URAIAN

2.1 ¿15.03Ii.¡Nì2.000,ül

403.301 .338.000,00

9.325.588.000,00

412.626.926.fxt0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

50.000.000,00

6.752.355.000,00

33.329.456.000,00

37.055.908.000,00

66.14Í|.196.000,00

2.000.000.000,00

145.i!:¡0.9f 5.üt0,00

6.¿î51 .555.000,00

76.622.154.000,00

503.210.134.000,00

998.793.748.000,00

1.585.07t.591.000,üt

2.087.097.932-000,00

1 .171 .514.000,00

I .1 71 .514.000,q¡

194.184.835.000,00

't.586.688.1 71.000,00

1.780.873.006.000,ü'

55.950.981 .000,00

22.208.643.000,00

146.656.562.000,00

80.237.226.000,00

305-053.412.(x)0,00

3

JUMLAH (Rp)



6.3

6.2.02

62

6.1.02

6.1.01

6-f

6

f

KODE

lotal Surplus(Deñs¡t)

2

URAIAII

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)

Pembiayaan Netto

Jumlah Pengeluaran Pêmb¡ayaan

PenyerÌaan Modal Daerah

PENGELUARAN PEIIBIAYAAN

Pencairan Dana Cadangan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

PEI{ERilIAAN PEIIBIAYAAN

PEIIBIiAYAAN DAERAH

3

JUULAH (RP)

0,00

57.937.5{n.m0,00

't.062.5(þ.0110,00

1.062.500.000,00

1.062.$n.000,00

6.000.000.000,00

53.000.000.000,00

59.tXlO.(x¡O.(m,(x¡

-57-937-500.ü10,00

RBALINGGA

PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggaf 22Desember 2023

DAERAH
PURBALINGGA
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